
0,12%
Rasio Daya Tampung 
Rumah Sakit Rujukan

100%
Persentase RS Rujukan 
Tingkat kabupaten/kota 
yang terakreditasi

94,88%
Persentase ibu hamil 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan ibu hamil

94,22%
Persentase ibu bersalin 
mendapatkan pelayanan 
persalinan

98,24%
Persentase bayi baru lahir 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan bayi baru lahir

73,59%
Cakupan pelayanan 
kesehatan balita sesuai 
standar

79,71%
Persentase anak usia 
pendidikan dasar yang 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar

17,66%
Persentase orang usia 15-29 
tahun mendapatkan 
skrining kesehatan sesuai 
standar

28,30%
Persentase warga negara 
usia 60 tahun ke atas 
mendapatkan skrining 
kesehatan sesuai standar

25,61%
Persentase penderita 
hipertensi yang 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar

100%
Persentase penderita DM 
yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan 
sesuai standar

100%
Persentase orang terduga 
TBC mendapatkan 
pelayanan TBC sesuai 
standar

91,04%
Persentase orang dengan 
resiko terinfeksi HIV 
mendapatkan pelayanan 
deteksi dini HIV sesuai standar

92,05%
Persentase ODGJ berat yang 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan jiwa sesuai 
standar

URUSAN KESEHATAN

100%
Persentase Gangguan 
Trantibum yang dapat 
diselesaikan

100%
Persentase Perda dan Perkada 
yang ditegakkan

1.500 ORANG

Jumlah warga negara yang 
memperoleh layanan 
informasi rawan bencana

6 ORANG

Jumlah warga negara yang 
memperoleh layanan 
penyelamatan dan evakuasi 
korban bencana

15 MENIT

Waktu tanggap (response 
time) penanganan kebakaran

15.465 ORANG

Jumlah warga negara yang 
memperoleh layanan 
pencegahan dan kesiapsiagaan 
terhadap bencana

100%
Persentase pelayanan 
penyelamatan dan evakuasi 
korban kebakaran

URUSAN TRANTIBUMLINMAS

100%
Penyediaan dan rehabilitasi 
rumah layak huni bagi 
korban bencana kabupaten

0%
Fasilitasi penyediaan rumah 
layak huni bagi masyarakat 
terdampak relokasi program 
pemerintah kabupaten

34,04%
Persentase kawasan 
permukiman kumuh 
dibawah 10 ha di kab/ kota 
yang ditangani

0,26%
Berkurangnya jumlah 
unit RTLH (Rumah Tidak 
Layak Huni)

1,04%
Jumlah perumahan yang sudah 
dilengkapi PSU (Prasarana, 
Sarana dan Utilitas Umum)

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

55,32%
Rasio luas kawasan permukiman rawan 
banjir yang terlindungi oleh infrastruktur 
pengendalian banjir di WS K

42,06%
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang 
pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang 
terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai 
di WS

100%
Rasio luas kawasan permukiman 
sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan 
akresi yang terlindungi oleh infrastruktur 
pengaman pantai di WS

72,84%
Persentase jumlah rumah tangga yang 
mendapatkan akses terhadap air minum 
melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan 
jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah 
tangga di seluruh kabupaten

1,95%
Persentase jumlah rumah tangga yang 
memperoleh layanan pengolahan air 
limbah domestic

100%
Rasio kepatuhan IMB

61,5%
Tingkat Kemantapan 
Jalan

100%
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang 
memiliki sertifikat kompetensi

0%
Kecelakaan konstruksi pada 
proyek Pemerintah

URUSAN PEKERJAAN UMUM

63,01%
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 
tahun yang berpartisipasi dalam PAUD  

79,31%
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 
tahun yang berpartisipasi dalam 
pendidikan menengah pertama  

0,99%
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 
tahun yang belum menyelesaikan pendidikan 
dasar dan menengah yang  berpartisipasi 
dalam pendidikan kesetaraan

92,43%
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 
tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan 
dasar  

URUSAN PENDIDIKAN

97,48%
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan 
gelandangan  pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

100%
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan 
menengah pertama  

URUSAN SOSIAL

FORMAT MASUKKAN

Disampaikan tanggapan berupa saran atau masukan terhadap RLPPD tahun 2020 Kabupaten Bintan sebagai berikut :

Nama            :

Pengirim

Alamat         :

1.  ….........................................................................................................................................................................................

2.  …........................................................................................................................................................................................

3.  …........................................................................................................................................................................................

1

Catatan: Tanggapan dapat dikirim melalui email bintan88pemerintahan@gmail.com

Tanggapan atas Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2020 

Kabupaten Bintan

F. INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN

Transportasi Sekolah Gratis (darat dan laut)

Inovasi Poli Malam di Puskesmas Padat Penduduk (Poli Umum,

Kebidanan dan Poli Anak)

Inovasi Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas dan 
Rawat Inap Kelas III RSUD Bintan

Inovasi Perlengkapan Sekolah Gratis Bagi Siswa Baru 
(TK/SD/SMP sederajat)

Inovasi Rumah Singgah Rujukan Luar Daerah

E. REALISASI PENERIMAAN DAN 
PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

RP  1.162 T
Belanja Daerah

RP  141.732 M
Pendapatan Asli Daerah

RP  662,784 M
Belanja Langsung

RP  500,124 M
Belanja Tidak Langsung


*Sebelum Pemeriksaan BPK

D. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN 
PEMERINTAH DAERAH

berturut turut mendapatkan Opini WTP dari 

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

KALI10
C. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAH DAERAH

Dengan Nilai :

3, 4239

Status :

Sangat Tinggi (ST)

B. URUSAN WAJIB TERKAIT
PELAYANAN DASAR

74,03
Indeks Pembangunan 
Manusia

POIN 6,36%
Tingkat Pengangguran 
Terbuka

8,86%
Tingkat Kemiskinan

0,341%
Ketimpangan Pendapatan 
(Tahun 2019)

-4,28%
Pertumbuhan Ekonomi

14,842 Juta/Tahun

Pengeluaran Per Kapita 

A. INDIKATOR MAKRO

Jumlah Penduduk

Kabupaten Bintan

161.890 JIWA

Paling Sedikit
Kec. Mantang: 4.269 JIWA

Terbanyak
Kec. Bintan Timur: 46.274 JIWA

*Sumber: Disdukcapil Semester II Tahun 2020 

PENGANTAR
dan   Perlindungan Masyarakat 6. Sosial ) hasil Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Tahun 2019, ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
daerah dan inovasi Daerah.	

       Berbagai capaian kinerja telah diraih dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan juga pembangunan Kabupaten Bintan dan melalui 
penyampaian RLPPD Tahun 2020 diharapkan Masyarakat dapat 
memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan 
masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten 
Bintan.

Bupati Bintan,



APRI SUJADI

   Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(RLPPD) berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, pada Pasal 72  Undang-Undang ini mengamanatkan, 
Bupati Bintan sebagai Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan RLPPD 
kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah (LPPD) Tahun 2020. Hal ini juga 
sesuai dengan amanat Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah    
bahwa    Kepala daerah berkewajiban  menyampaikan RLPPD kepada 
masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah 
Pusat, mempublikasikan RLPPD kepada masyarakat melalui media cetak 
dan/atau media elektronik. 

     Dalam penyusunan RLPPD Tahun 2020 memuat capaian kinerja makro, 
ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar ( 1. Pendidikan 2. 
Kesehatan  3. Pekerjaaan Umum 4. Perumahan  Rakyat 5. Ketenteraman, 
Ketertiban Umum  


Ringkasan Laporan Penyelenggaraan 


Pemerintahan Daerah (RLPPD) 


Tahun 2020 Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bintan 

*dan masih banyak Inovasi lainnya


